BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH


3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari perkembangan ekonomi Indonesia dan Provinsi Riau. Berbagai kebijakan nasional secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis, untuk itu, selain visi-misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 menjadi kerangka dasar dalam kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkalis, beberapa arahan pembangunan Provinsi Riau dan prioritas pembangunan nasional tahun 2013 tetap menjadi pertimbangan utama. 
Tema yang diusung RKP 2013 adalah “memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Dengan isu-isu strategis seperti (a) Peningkatan Daya Saing, (b) Peningkatan Daya Tahan Perekonomian Domestik, (c) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, dan (d) Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik. Sasaran utama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi paling tidak 7 persen, pengangguran terbuka menurun 6,0 – 6,4 persen dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5 – 10,5 persen. Indeks Demokrasi Indonesia diharapkan akan mencapai 68 – 70 dan Indeks Persepsi Korupsi mencapai 4,0.
 Sedangkan beberapa arahan penting untuk pembangunan Provinsi Riau tahun 2013, terdapat 7 prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2013, yaitu: Pertama, pemantapan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor jasa dan industri, penguatan ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, pembangunan  perdesaan, serta pembangunan daerah perbatasan dan daerah terisolir dengan tetap fokus untuk menurunkan angka kemiskinan, menakan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. Kedua, Peningkatan sumber daya manusia yang sehat, terdidik dan terlatih dengan mengedepankan nilai-nilai moral. Ketiga, percepatan penyediaan infrastruktur dan enegri untuk mendukung pemantapan ekonomi daerah, pengembangan investasi dan pariwisata serta keseimbangan antar wilayah. 
Keempat, reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kelima, pengembangan kebudayaan dan potensi pariwisata berlandaskan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Keenam, Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanganan masalah regional dan global, dan Ketujuh, fungsionalisasi sarana dan prasarana pasca PON XVIII tahun 2012 dan sarana prasarana strategis lainnya serta mmenyukseskan penyelenggaraan Islamic Solidarity Games tahun 2013.
Sebagai satu kesatuan wilayah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis melalui RKPD tahun 2013 berkomitmen untuk menyukseskan program-program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis terutama program-program pengembangan ekonomi, infrastruktur antar wilayah dan pembangunan laingkungan hidup.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011, Perkiraan Tahun 2012 dan Tahun 2013
Berdasarkan perkembangan indikator makro Kabupaten Bengkalis, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku tanpa migas pada tahun 2011 mencapai Rp. 18.279.981,35 atau naik dari tahun 2010 yang mencapai Rp. 15.393.017,08, sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan tanpa migas tumbuh dari tahun 2010 sebesar Rp. 3.419.687,00 menjadi Rp. 3.675.954,20 pada tahun 2011 dan diprediksi pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 3.975.737,87. Bila dilihat per sektor ekonomi secara umum mengalami pertumbuhan positif, namun pertumbuhan antar sektor sampai tahun 2010 serta perkembangan harga yang terjadi pada masing-masing sektor tidak berpengaruh signifikan terhadap pergeseran dalam struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis. Sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Tahun 2010 adalah sektor Industri Pengolahan.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 7,49 persen atau meningkat sebesar 0,35 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 7,14 persen. Sedangkan pada akhir tahun 2012 nantinya diharapkan akan tumbuh menjadi 8,16 persen dan pada tahun 2013 diprediksi sedikit turun menjadi 7,93 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2010 sebesar 7,50 persen kemudian turun pada tahun 2011 hingga mencapai 7,25 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan dari sebesar 64,76% pada tahun 2010 menjadi 63,92% pada tahun 2011. Hal ini menggambarkan adanya penurunan kapasitas dan daya serap lapangan pekerjaan pada sektor tertentu, serta faktor eksternal lain seperti harga bahan pokok, distribusi pendapatan, kebijakan pemerintah lainnya yang berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat. 
Secara umum perkembangan indikator makro dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 dan berikut.
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Tabel 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi 
Kabupaten Bengkalis 2010 - 2013
	NO.
	Indikator Makro
	Satuan
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	1.
	Pertumbuhan Ekonomi
	%
	7,14
	7,49
	8,16
	7,93

	2.
	PDRB (Harga Berlaku) dengan migas
	Juta Rp
	78.592.229,43
	106.721.272,15
	112.134.029,68
	134.077.080,58

	3.
	PDRB (Harga Berlaku) tanpa migas
	Juta Rp
	15.393.017,08
	18.279.981,35
	22.060.467,77
	26.448.771,95

	4.
	PDRB (Harga Konstan) dengan migas
	Juta Rp
	27.792.359,49
	29.541.312,48
	30.446.189,72
	31.877.156,85

	5.
	PDRB (Harga Konstan) tanpa migas
	Juta Rp
	3.419.687,00
	3.675.954,20
	3.975.737,87
	4.291.003,59

	6.
	Inflasi
	%
	7,50
	7,25
	7,00
	7,50

	7.
	Besaran ICOR
	-
	4,83
	4,62
	4,54
	4,52

	8.
	Tingkat Pengangguran
	%
	11,36
	11,50
	11,00
	11,12

	9.
	Usia Harapan Hidup
	Tahun
	70,35
	70,46
	70,53
	70,68

	10.
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	%
	64,76
	63,92
	63,86
	58,43

	11.
	Pendapatan per kapita
	Rp.
	6.272.433,69
	6.463.298,74
	7.368.160,56
	7.678.658,22

	12.
	Tingkat Kemiskinan
	%
	8,25
	8,08
	7,98
	7,93

	13.
	IPM
	-
	75,11
	75,65
	75,71
	75,88


 Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis









Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bengkalis
Tahun 2006 s/d 2010 Atas Dasar Harga Konstan

	NO.
	Sektor
	Tahun 2006
	Tahun 2007 
	Tahun 2008
	Tahun 2009
	Tahun 2010

	
	
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%

	1
	Pertanian
	708.571,11
	27,72
	751.988,16
	27,24
	793.129,64
	26,61
	824,861,03
	25,83
	866.000,50
	25,32

	2
	Pertambangan dan Penggalian
	19.901.738,51
	0,29
	19.828.846,61
	0,30
	20.567.019,92
	0,30
	20.518.814,32
	0,31
	23.582.145,31
	0,32

	3
	Industri Pengolahan
	1.069.660,57
	14,68
	1.047.437,01
	14,77
	1.090.063,47
	14,73
	1.187.096,85
	14,68
	1.308.427,13
	14,82

	4
	Listrik,Gas dan Air bersih
	19,721,85
	0,77
	21.218,30
	0,77
	22.876,58
	0,77
	24.469,69
	0,77
	28.447,67
	0,83

	5
	Konstruksi
	132.541,78
	5,18
	145.330,00
	5,26
	156.283,78
	5,24
	166.201,70
	5,21
	166.270,81
	4,86

	6
	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	789.200,27
	30,87
	855.017,84
	30,97
	929.144,01
	31,17
	1.004.241,54
	31,45
	1.093.641,21
	31,98

	7
	Pengangkutan dan Komunikasi
	95.120,27
	3,72
	103.729,04
	3,76
	114.054,44
	3,83
	124.845,39
	3,91
	137.486,14
	4,02

	8
	Keuangan, sewa dan jasa Perusahaan
	71.416,06
	2,79
	76.564,06
	2,77
	89.000,44
	2,99
	94.683,78
	2,97
	104.207,63
	3,05

	9
	Jasa-jasa
	356.939,37
	13,96
	390.616,95
	14,15
	427.911,96
	14,36
	474.758,12
	14,87
	505.733,10
	14,79

	
	PDRB Termasuk Migas
	23.144.909,77
	-
	23.220.747,96
	-
	24.189.484,25
	-
	24.419.972,42
	-
	27.792.359,49
	-

	
	PDRB Tanpa Migas
	2.556.288,52
	100
	2.760.497,53
	100
	2.980.469,97
	100
	3.192.949,07
	100
	3.419.687,00
	100


 Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis







Tabel 3.3
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bengkalis 
Tahun 2006 s/d 2010 Atas Dasar Harga Berlaku

	NO.
	Sektor
	Tahun 2006
	Tahun 2007 
	Tahun 2008
	Tahun 2009
	Tahun 2010

	
	
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%

	1.
	Pertanian
	2.237.230,53
	29,70
	2.698.650,82
	29,77
	3.252.532,38
	29,33
	3.820.398,70
	29,42
	4.745.863,41
	30,83

	2.
	Pertambangan dan Penggalian
	33.933.051,88
	0,16
	44.245.880,73
	0,15
	60.104.014,53
	0,15
	50.784.089,82
	0,15
	60.194.845,55
	0,15

	3.
	Industri Pengolahan
	3.584.905,44
	36,30
	4.412.642,49
	35,74
	5.773.778,13
	34,75
	7.785.568,07
	35,40
	8.201.577,02
	33,61

	4.
	Listrik,Gas dan Air bersih
	45.238,41
	0,60
	53.671,63
	0,59
	63.635,64
	0,57
	75.489,28
	0,57
	95.785,63
	0,62

	5.
	Konstruksi
	256.045,69
	3,40
	407.352,32
	4,49
	602.278,86
	
	755.158,00
	
	766.845,35
	4,98

	6.
	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	1.364.128,17
	18,11
	1.614.076,24
	17,80
	2.074.503,92
	18,71
	2.462.529,71
	18,53
	2.909.868,04
	18,90

	7.
	Pengangkutan dan Komunikasi 
	144.800,26
	1,92
	165.346,12
	1,82
	192.864,41
	1,74
	228.038,08
	1,72
	267.200,60
	1,74

	8.
	Keuangan, sewa dan Jasa Perusahaan
	151.037,11
	2,01
	183.674,30
	2,03
	218.964,38
	1,97
	271.012,26
	2,04
	330.347,00
	2,15

	9.
	Jasa-jasa
	587.667,73
	7,80
	689.558,43
	7,61
	813.587,26
	7,34
	954.729,40
	7,18
	1.079.896,83
	7,02

	
	PDRB Termasuk Migas
	42.304.105,22
	-
	54.570.853,09
	-
	73.096.159,52
	-
	66.204.406,50
	-
	78.592.229,43
	-

	
	PDRB Tanpa Migas
	7.532.708,61
	100
	9.066.186,97
	100
	11.088.427,82
	100
	12.984.490,24
	100
	15.393.017,08
	100


 Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis




3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013
		
Kabupaten Bengkalis secara geografis berada di pesisir timur Sumatera dan peraian Selat Malaka yang terdiri dari daerah pulau dan daratan. Secara ekonomis kondisi alam pulau dan pantai ini menyebabkan tingginya biaya pembangunan karena material pembangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis ditambah lagi dengan rendahnya jangkauan akses infrastruktur dasar masyarakat yang masih jauh tertinggal. Meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki sumberdaya alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumberdaya mineral maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal bagi peningkatan kehidupan masyarakat Kabupatan Bengkalis.	Ini dikarenakan sulitnya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, maupun karena ketidakmampuan masyarakat tersebut secara ekonomi.
Beberapa tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Bengkalis ke depan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Investasi
Perkembangan perekonomian di Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari peranan dunia usaha baik dalam skala yang kecil maupun besar. Tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejak bergulirnya era otonomi daerah adalah bagaimana usaha pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tidak hanya dalam segi pembangunan infrastruktur maupun dari segi peningkatan sumberdaya manusia, namun juga dalam penyediaan lapangan usaha dan pekerjaan. Kondisi perekonomian pada tahun 2012 diperkirakan sudah akan membaik, namun demikian upaya peningkatan daya tarik investasi khususnya di Kabupaten Bengkalis masih mengalami masalah antara lain dari keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur, ketersediaan energi dan air bersih serta belum optimalnya harmonisasi, sinkronisasi berbaqai perangkat peraturan dan prosedur perizinan investasi. 
Mencermati perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 akan mencoba untuk mendorong perkembangan investasi agar lebih terdiversifikasi kelompok usahanya, memenuhi ketersediaan infrastruktur, energi dan air bersih serta mengoptimalkan harmonisasi, sinkronisasi berbaqai perangkat peraturan dan prosedur perizinan investasi serta memaksimalkan penggalian potensi daerah dan menggiatkan promosi daerah.

2) Industri
Tantangan di bidang industri di Kabupaten Bengkalis sangat dipengaruhi oleh permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (faktor internal) dan permasalahan yang berada di luar sektor industri (faktor ekternal). Permasalahan internal utamanya bersumber pada lemahnya bentuk usaha dan jumlah populasi usaha industri, lemahnya struktur industri, serta rendahnya produktivitas. Sedangkan masalah eksternal industri mencakup ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai, masih lemahnya pengamanan dan pengawasan limpahan produk-produk luar negeri yang masuk baik secara legal maupun ilegal di pasar domestik.
Untuk itu pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada bidang industri melakukan revitalisasi industri dengan menciptakan iklim dan fasilitasi bagi lndustri agar mampu bersaing dengan industri daerah lainnya terutama pada industri kecil dan menengah. Selain itu tantangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup besar yaitu mengamankan pasar domestik dari limpahan produk-produk luar negeri yang masuk baik secara legal maupun ilegal. Untuk tujuan jangka panjang, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengembangkan kawasan industri dan pelabuhan buruk bakul di Kecamatan Bukit Batu, hal ini setelah melihat potensi wilayah tersebut cukup strategis.

3) Tenaga Kerja
Dari segi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis masih terfokuskan pada daerah perkotaan khususnya pada kota Duri dan Bengkalis. Para pencari kerja pada umumnya didominasi dari tenaga kerja dari luar daerah, dimana dari segi produktivitas dan keahlian tenaga luar jauh lebih produktif dan ahli dari pada tenaga kerja tempatan dan ini semua akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan serta daya saing daerah tersebut. Sementara itu persoalan yang hingga kini menjadi isu nasional adalah adanya kebijakan outsourching atau tenaga kontrak pada perusahaan besar migas dan perkebunan yang merugikan para tenaga kerja. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga kerja serta tingginya fluktuasi data pencaker yang  berubah-rubah, namun Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan upaya kongkrit melalui pembicaraan dengan salah satu perusahaan terbesar di Duri yakni PT. CPI agar pemberlakuan kontrak CPI dengan kontraktor atau sub-kontraktornya dapat mengatasi persoalan ini.
Mengenai produktifitas tenaga kerja sektor perikanan masih dihadapkan pada rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingkat kemiskinan di wilayah pesisir, kurangnya permodalan, kurangnya desiminasi teknologi pengolahan produk perikanan dan masih rendahnya sarana dan prasarana penunjang perikanan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun ke depan tetap memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan nelayan, mengingat potensi perikanan yang cukup besar masih perlu optimalkan.

4) Pengelolaan Sumber Daya Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
Untuk pembangunan pada bidang pertanian pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan pada masalah tingginya tingkat konversi lahan pertanian, sehingga akan mengakibatkan terancamnya tingkat produksi hasil pertanian. Pada bidang peternakan dan perkebunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2013 akan tetap pada peningkatan dan pengembangan sentra-sentra produksi peternakan, pertanian dan perkebunan yang telah ada, mengoptimalkan pengembangan dan diseminasi teknologi kepada masyarakat, sehingga pembangunan di bidang peternakan, pertanian dan perkebunan akan dapat menunjang pembangunan bidang lainnya.

5) Pengelolaan Lingkunan Hidup
Dalam hal pengelolaan Lingkungan hidup, Kabupaten Bengkalis dihadapi pada persoalan, antara lain:
1. Masih luasnya lahan kritis sebagai akibat adanya pembalakan liar dan tekanan penduduk semakin tinggi terhadap hutan dan lahan untuk penggunaan pertanian atau perkebunan serta manajemen pengelolaan lahan yang buruk;
2. Menurunnya kuantitas dan kualitas air permukaan yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya sektor permukiman, pertanian, industri dan kegiatan usaha lainnya;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;
4. Belum tertata dan terkelolanya ruang terbuka hijau;
5. Meningkatnya jumlah produksi sampah seiring bertambahnya jumlah penduduk;
6. Penyusutan keanekaragaman hayati akibat perubahan fungsi hutan;
7. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan akibat rusaknya hutan;
8. Meningkatnya kerusakan pantai akibat abrasi;
9. Masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga mencemari udara dan menimbulkan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

	
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Dengan ditetapkannya Perda nomor 02 tahun 2011 tentang BPHTB dan Perda 03 tahun 2011 tentang air tanah diharapkan terjadi peningkatan target pendapatan. Diproyeksikan pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 285.466.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp. 78.727.384.500,00 dari tahun 2012 yang hanya Rp. 206.738.615.500,00 sedangkan dana perimbangan yang pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.216.177.885.000,00 naik menjadi Rp. 2.255.743.000.000,00 pada tahun 2013.
Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 90.996.000.000,00. Secara lebih rinci Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.
Tabel. 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2010 s/d 2013
	NO
	Uraian
	Jumlah

	
	
	Realisasi Tahun 
2010
	Realiasai Tahun
2011
	Tahun Berjalan (2012)
	Proyeksi Tahun 2013

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	 
	
	 
	 
	

	1.1
	Pendapatan asli daerah
	132.069.826.328,40
	141.040.500.000,00
	206.738.615.500,00
	285.466.000.000,00

	1.1.1
	Pajak daerah
	24.029.684.204,86
	        30.510.000.000,00 
	35.700.000.000,00
	51.795.000.000,00

	1.1.2
	Retribusi daerah
	11.578.930.652,98
	        10.900.500.000,00 
	12.905.615.500,00
	27.234.000.000,00

	1.1.3
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
	14.297.484.632,00
	        24.330.000.000,00 
	30.800.000.000,00
	17.563.000.000,00

	1.1.4
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah
	82.163.726.838,56
	        75.300.000.000,00 
	127.333.000.000,00
	188.874.000.000,00

	 
	 
	
	
	
	

	1.2
	Dana perimbangan 
	2.350.455.399.988,00
	2.357.186.182.407,98
	2.216.177.885.000,00
	2.255.743.000.000,00

	1.2.1
	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
	2.320.442.609.188,00
	   2.158.105.058.407,98 
	2.090.535.000.000,00
	2.128.564.000.000,00

	1.2.2
	Dana Alokasi Umum
	-
	      180.413.024.000,00 
	84.768.625.000,00
	82.689.000.000,00

	1.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	30.012.790.800,00
	        18.668.100.000,00 
	40.874.260.000,00
	44.490.000.000,00

	 
	 
	
	
	
	

	1.3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
	41.163.549.843,00
	      156.646.889.760,00 
	34.000.000.000,00
	90.996.000.000,00

	1.3.1
	Hibah
	-
	-
	-
	-

	1.3.2
	Dana darurat
	-
	-
	-
	-

	1.3.3
	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 
	41.163.549.843,00
	28.000.000.000,00
	34.000.000.000,00
	-

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	-
	124.430.889.760,00
	-
	-

	1.3.5
	Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya**)
	-
	4.216.000.000,00
	-
	-

	 
	 
	
	
	
	

	
	JLH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
	2.523.688.776.159,40
	2.654.873.572.167,98
	2.456.916.500.500,00
	2.632.205.000.000,00








Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2010 s/d 2013
	NO
	Uraian
	Jumlah

	
	
	Realisasi Tahun 
2010
	Realisasi Tahun
2011
	Tahun Berjalan (2012)
	Proyeksi  Tahun 2013

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	 
	
	 
	 
	

	2.1
	Belanja Tidak Langsung
	831.204.781.427,00
	   1.364.314.163.803,38 
	1.365.409.555.638,41
	1.365.797.766.983,35

	2.1.1
	Belanja pegawai
	557.484.921.662,00
	895.863.011.500,84
	771.006.341.373,35
	771.006.341.373,35

	2.1.3
	Belanja subsidi
	6.834.180.000,00
	        10.152.508.000,00 
	10.568.950.677,00
	10.568.950.677,00

	2.1.4
	Belanja hibah
	74.971.636.644,00
	        92.285.036.074,00 
	212.580.760.933,00
	212.580.760.933,00

	2.1.5
	Belanja bantuan sosial
	85.074.043.121,00
	      127.886.913.000,00 
	3.712.500.000,00
	3.712.500.000,00

	2.1.7
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten / kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
	106.840.000.000,00
	      229.471.800.000,00           
	362.929.214.000,00
	362.929.214.000,00

	2.1.8
	Belanja tidak terduga
	-
	8.654.895.228,54
	4.611.788.655,06
	5.000.000.000,00

	 
	 
	
	
	
	

	2.2
	Belanja Langsung
	1.109.951.655.782,92
	   2.126.277.370.524,31 
	2.371.206.332.784,03
	2.371.206.332.784,03

	2.2.1
	Belanja pegawai
	115.309.622.440,00
	      184.909.014.450,00 
	165.095.921.300,00
	165.095.921.300,00

	2.2.2
	Belanja barang dan jasa 
	373.703.432.150,52
	      749.887.807.306,71 
	860.840.463.147,74
	860.840.463.147,74

	2.2.3
	Belanja modal
	620.938.601.192,40
	   1.191.480.548.767,60 
	1.345.269.948.336,29
	1.345.269.948.336,29

	 
	 
	
	
	
	

	 
	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)
	1.941.156.437.209,92
	  3.490.591.534.327,69 
	3.736.615.888.422,44
	3.737.004.099.767,38


















Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2010 s/d 2013
	NO
	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	Jumlah

	
	
	Realisasi Tahun 
2010
	Realisasi
2011
	Tahun Berjalan (2012)
	Proyeksi Tahun 2013

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Penerimaan pembiayaan
	632.899.481.312,83
	1.155.339.962.159,71
	1.604.573.676.693,44
	900.000.000.000,00

	3.1.1
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
	632.899.481.312,83
	1.155.339.962.159,71
	1.604.573.676.693,44
	900.000.000.000,00

	 
	 
	
	 
	
	 

	3.2
	Pengeluaran pembiayaan
	39.114.276.985,00
	319.622.000.000,00
	324.874.288.771,00
	- 

	3.2.1
	Pembentukan dana cadangan
	-
	310.000.000.000,00
	-
	- 

	3.2.2
	Penyertaan modal (Investasi) daerah
	-
	9.602.000.000,00
	320.000.000.000,00
	- 

	3.2.3
	Pembayaran Pinjaman Luar Negeri
	-
	20.000.000,00
	-
	- 

	3.2.4
	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
	39.114.276.985,00
	- 
	4.874.288.771,00
	- 

	 
	 
	
	 
	
	 

	
	 JLH  PEMBIAYAAN NETTO  (3.1 - 3.2)                      
	593.785.204.327,83
	835.717.962.159,71
	1.279.699.387.922,44
	900.000.000.000,00




3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2013 diarahkan kepada pengembangan, peningkatan dan pencapaian target pendapatan asli daerah dengan melakukan beberapa kebijakan dan program antara lain :
· Melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) otomatis pungutan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Kemudian penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2011 tentang air tanah yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dengan kedua perda tersebut dapat menambah sumber pendapatan sekaligus meningkatkan target pendapatan tahun 2013.
· Diupayakan untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa perda yang menyangkut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
· Perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan SDM aparatur pengelola dan tidak semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya.
· Pemungutan Retribusi Daerah yang potensial perlu dilakukan secara lebih baik melalui sistem yang lebih baik.
· Pengembangan sistem self-assesment bagi wajib pajak daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan.
· Penerapan sanksi dan penghargaan secara tegas, adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
· Peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan sistem, prosedur dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
· Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi laba perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terutama melalui pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan jasa giro termasuk rabat.


3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Masing – masing jenis belanja terbagi atas objek dan rincian objek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kaerah. Dalam belanja tidak langsung juga terdapat belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dialokasikan minimal 10% dari dana perimbangan. Selain itu amanat undang-undang mengharuskan 20% dari belanja daerah dialokasikan untuk pendidikan di luar gaji dan 10% dialokasikan untuk bidang kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
Belanja yang dilakukan harus efektif dan efisien untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang dingin dicapai. Selain itu juga memperhatikan prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan juga penetapan harga satuan yang rasional.
Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan belanja dapat diklasifikasikan menurut kelompok belanja sebagai berikut :
a) Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
a. Belanja pegawai, dapat dijelaskan sebagai berikut :
· Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
· Belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai tahun 2013.
· Belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan yang besarnya maksimum acress 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
· Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2003 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.

b. Belanja Subsidi, diberikan kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas
c. Mengenai Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, kebijakan diarahkan untuk :
· Menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
· Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bansos memperdomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah daerah dan bansos yang bersumber dari APBD.
· Bagi instansi penerima hibah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomr 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang tata cara pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah luar negeri/dalam negeri yang diterima langsung oleh kementerian negara/lembaga dalam bentuk uang.

d. Belanja bantuan keuangan tahun 2013 dilihat dari beberapa ketentuan, antara lain;
· Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk ADD minimal 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 dengan pembagian secara proporsional per desa dengan keputusan kepala daerah sesuai pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
· Bantuan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan pada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan dengan besarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
· Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan memprihatikan ketentuan pasal 47 dan pasal 133 Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

e. Belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2011 dan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

b) Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, yang terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 
· Belanja modal diprioritaskan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 17 tahun 2007.
· Belanja barang dan jasa (termasuk aset tetap) dalam penganggarannya yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. 
· Penganggaran perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
· Belanja Pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, pada belanja pegawai (belanja langsung) penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Besaran honorarium PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
· Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.


3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang akan datang.
Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan pembiayaan dalam hal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dianggarkan berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2012.
Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2013 diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut;
a) Kebijakan Menyangkut Penyertaan Modal (investasi) Daerah,
Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD dan/ Badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak perlu diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.
b) Kebijakan Pembentukan Dana Cadangan
Kebijakan pembentukan dana cadangan sebagaimana telah tertuang di dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum di dalam Peraruran Daerah tersebut. Adapun bunga uang dari penempatan dana cadangan tersebut akan tetap berada pada rekening dana cadangan dan akan digunakan bersamaan dengan pencairan dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.






